
BAB I 

PENDAHLILUAN 

Indonesia adalah negara hul..um yang menganut azas Welfare State yaitu suatu 

negara yang beradasarkan keseJahteraan rakyat, hal ini dapat telibat dari pada Tujuan 

Nasional yang terkandung dalam alinea IV Pembul..aan Undang-undang Dasar 1945 

yang menyebutkan ·•.. Pemcrintah Negara Indonesia yang rnclindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mernaJukan 

kesejahteraan urnurn, rnencerdaskan keh1dupan bangsa, dan 1kut melaksanakan 

ketert1ban durua yang beradasarkan kcmerdel..aan, perdamaian abadt dan kcad1lan 

sos1al 

Indonesia adalah rnerupakan salah satu negara yang sedang berkembang. 

sehmgga dalarn pelaksanaannya sehari-ban Indonesia membutuhl..an pembangunan 

yang berkesmarnbungan. Untuk dapat melaksanalan pembangunan diperlukan 

pemb1a�aan yang memada1. terutama harus bersumber dari kemampuan pendapatan 

negara. akhirnya Pemerintah melalui beberapa keb1Jaksanaannya selalu berupaya 

menggali sumber pendapatan dan dalam negen, salah satunya ialah pendapatan dan 

masyarakat melalui perpajakan 

Dengan demikian maka pemungutan pajak im d1atur dalarn Undang-undang 

No 12 Tahun 1985 JO Undang-undang No 12 Tahun 1994 tentang Pa1ak Bumi dan 

Bangunan (PBB), yang dalam realisasinya pemungutan pajak: m1 d1arahkan untuk 

dapat memngkatkan Pendapat.an Daerah. Adapun pembagian has1I pemungutan PBS 

lebih banyak diberikan untuk Pemerintah Kabupate111'Kota, sebab menurut Peraturan 
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Pemerintah No 47 Tahun 1985 teotang Pembagian Hasil Penerimaan Pa1ak Bumi clan 

Bangunan Antara Pemenntah Pusat dan Pemenntah Daerah d1tent:ukan bahwa . 

10% dari hasil penerimaan PBB merupakan bagian penenmaan untuk Pemerintah 

Pusat disetor ke Kas Negara, sedangkan s1c;anya d1bagi untuk Pemenntah Propmsi dan 

Pemenntah Kabupaten.Kota 

Untul.. 1tulah maka Pemerintah Kota Medan menggali Sumber Penclapatan 

Daerah melalu1 pos-pos pemasukan claerah yang clapat d1pergunakan untuk membia}aJ 

belanja ruun clan pemb1ayaan-pemb1ayaan lam, hal m1 sesuai dengan 1iwa dari 

Otonom1 Daerah yang memberikan tanggung jawab scluruh pembangunan dan biaya 

rutm claerah 

Salah satu sumber pemasukan daerah tersebut adalah pemungutan Pajak Bumi 

clan Bangunan (PBS). scbab melalui pengutipan pajak tersebut dapat memberikan 

pemasukan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Medan. 

Unlul.. dapat mengura1t..an tentang kebijaksanaan clalam pemungutan Pa1al.. 

Bumi clan Bangunan (PBS) terhaclap warga Kota Medan. d1mana dana yang 1erkumpul 

1ersebu1 1uga merupal..an kepentingan warga untul.. melaksanakan pembangunan 

sarana-sarana um um clan sarana-sarana kepenlingan Pemenntah 

A. Pengertian den Penegasan Judul. 

Skr1ps1 1ru berjudul Kebijaksanaan Pemerintah Memungut Pajat.. Bumi clan 

Bangunan (PBB) Untuk Menmgkatkan Pcndapatan Daerah (Study Kasus Pada Kantor 

Pelayanan PBB Medan Satu ). 
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Apabila akan rnenulis suatu ka�a 1lrn1ah harus rnempun)at JUdul, karena JUdul 

dapat rnenggambarkan apa yang rnenJad1 llltl dan karangan atau kal)a 1lrn1ah tersebut, 

demikian pula halnya dengan penuhsan sknps1. Untuk dapat rnernaharn1 dan rnenge:rti 

akan rnaksud dari judul skrips1 1m secara rnendalam, maka penulis akan rncnguraikan 

beberapa pengertian dan 1st1lah dan kata-kata yang diternui pada judul tersebut antara 

lain· 

Kebijaksanaan )ang d1sebut juga beleid. administrati\e policy adalah dasar-dasar 

atau gans s1kap atau pedoman untuk pelaksanaan 1 

Pernenntah yang d1maksud dalam hal mt adalah Pernenntah Kota Medan adalah 

salah satu Daerah otonom yangjuga merupakan w1layah Pemenntah Kota dengan 

ibukotanya Medan 

Memungut beraru rnenguup sesuatu barang atau uang berdasarkan suatu 

kewajiban.2 

PaJllk Burnt dan Bangunan adalah pengutan }ang d1kenakan terhadap Burnt dan 

Bangunan yang berada dalam \\ila�ah Indonesia' 

Meningkatkan rncrnpunya1 art1 sebaga1 upaya menaikan atau menambah.1 

1 Prof DR. MT. PraJud1 AtmosudtrdJo. Hukum Admmistrus1 Negara, Penerbit 
Ghaha Indonesia, 1981. hal 33. 

2 Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. edisi kedua. tahun 1995. hal 
798. 

3 Acep Adya Barata dan Zul Alfa Ard.tan, Peroa1akan. Penerb1t PT Kar)a. 
1991. ha! 18. 

' Depd.tkbud, Op cit, ha! hal I 060 
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Pendapatan Daerah menurut PenJelasan Pasal 3 huruf b Undang-undang No. 25 

Tabun 1999 tentang Penmbangan Keuangaa Antara Pemenntah Pusat clan Daerah 

adalah merupakan dana penmbangan, yang menurut Pasal I angka 14 Undang

undang No. 25 Tahun 1999 d1sebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang 

bersumber dari penenmaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk 

memb1ayru kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan descntralisas1 

Dan keseluruhan pengen1an kahmat demi kalimat tersebut maka dapatlah 

d1rangka1kan menjadi pengcrtian clan JUdul sk.npsi tru yrutu 

Dasar-dasar atau garis s1kap sebaga1 pedoman pemerintah Kota Medan untuk 

mengutip sejumlah uang sesua1 kewajtban yang dilakukan waj1b pajak yang dtkenakan 

terhadap Bumi dan Bangunan yang berada dt wilayah lndonesia, sebagai upaya umuk 

sumber pemasukan ke kas daerah sesua1 dengan peraturan daerah dan perundang

undangan yang ada. 

8. Alasan Pemilihan Judul. 

Untuk dapat melaksanal.an pembangunan dt Pemenntah Kola Medan 

diperlukan pembiayaan yang memadai, terutama harus bersumber dan kemampuan 

Pemenntah Kota Medan sendiri. Dalam hubu ngan ini pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Medan terus disempurnakan <;eperti sistem 

pemungutan perpaJakan antara lam Pajak Bumi dan Bangunan CPBB), sehmgga 

dengan sendirinya pemungutan paJak perlu dnntensifkan. sclungga aparat perpaJakan 

perlu dttingkatkan kemampuannya 
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Disamping Itu s1stem perpaJakan barus mem1mgkinJ.:an pemanfaatan sumber 

daya alam secara optimal, semuanya itu diarahkan agar kemampuan Pemcnntah Kota 

Medan dapat memanfaatkan sumber daya al am yang ada di \v1layahnya. 

Untuk melaksanakan pembanguna11 di Pemerintah Kota Medan perlu 

ditingkatkan prakarsa dan part1sipas1 rakyat di daerah tersebut. antara lain pcrlu 

ditingkatkan pendapatan Pemenntah Kota tersebut. baik dengan pemungutan pajak 

yang lebih intens1f. \\&Jar dan ten1b terhadap berbaga1 sumber vang ada maapun 

dengan penggahan sumber keuangan baru yang ndak benentangan dengan 

kepentmgan nasional dan sesua1 dcngan peraturan perundang-undangan }ang bcrlaku 

Dengan latar belakang pem1k1ran yang dem1Juanlah mendorong penulis 

memilih judul skripsi dengan JUdul Kebi1aksanaan Pemerintah Memungut Pajak 

BulTll dan Bangunan (PBB) Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Study Kasus 

Pada Kantor Pelayanan Pa1ak Medan Satu) 

C. Permasalahao. 

Pajak Bumi Bangunan adalah pajaJ.. negara yang bers1fat kebendaan. d1mana 

paJak kebendaan pada umumnya t1dak memperhatikan keadaan wa11b pajak tetapi 

hanya memperhatikan objck paJak semata, sehingga dengan scnd1rinya yang 

d1kenakan pajak tersebut adalah benda yang terdin dan Burm ( tanah) dan bangunan 

)&ng d1mihk1 oleh seuap \\arga 

Akan tetap1 dalam praktek penyelenggaraann}a sehari-han d1temui beberapa 

perrnasalaban dalam hat pemungutan Pajak Bumi Bangunan tersebut, antara lam : 

.. . 
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